SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA
KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KELAS B
KABUFPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
' penvederhanaan birokrasi vang optimal di  lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal schingga dapal
mewwjudkan tata kelola pemerintahan yang efektifl dan
ehsien guna meningkatkan kinerje pemerintauban  dan
pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Swuktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyvederhanaan Birekrasi, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai
dengan koncisi sekarang, sehingea perlu dicabul dan
diganti;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal;

Mengingat - 1. Undang-Undang  MNemor 13 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah-dacrah Kebupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757):
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negars (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 19530 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten i Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrab
[stimewa Yopyvakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1[I Sermarang
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 14976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (entang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 5887},

Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
64TT):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penvetaraan Jabatan Admunmistrasi ke dalam  Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomeor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi MNemor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  Pada  [nstansi
Pemerintah Untuk Penvederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2021 Nomor 546(;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yvang Menjadi Rewenangan
Pemerintahan Daerah Kabuparen Kendal (Lembaran daerah
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Kabupaten Kendal Tahun 2016 Momor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 157}

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor B Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat [aerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No, 1, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 159) sehagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daeran
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUsUNAn
Perangkat Daecrah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomar 13, Tambahan
Lembaran Daecrah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
DRGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOEWONDO KELAS B
KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal,

3  Pemetintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3, Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kendal.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal.

6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keschatan Kabupaten
Kendal.

& Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo
Kelas B Kabupaten Kendal

9. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut dengan Direktur
adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah dr. H.
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawal pemerintah
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dengan perjanjian  kerja  yang bekerja pada instanss
pemerintah.

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai yang telah memenuhi syaral yang ditentulkan
diangkat oleh pejabal yang berwenang dan discrahi tugas
dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Jabatan PFungsional adalah Jabatan Fungsional adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkailan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan  pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsionsl adalah scjumlah tenags
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagsai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

Sub Koordinater adalah PNS yvang diberikan tugas untuk
membanti Kepala Bagian/ kepala Bidang/
Sekretaris/ Koordmator  dalam  menyusun - percncanaai,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegistan pada unit kerjanya sesuai lingkup
tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepals Perangkat
Daerah.

Pelaksana Senjor adalah PNS yang memiliki senioritas dar
aspek kepangkatan dan mempunval kompetenst untuk
ditunjuk cleh Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan
tugas  membantu  Sekreta ris/Kepala  Bidang/kepala
Bagian/Koordinator pada unit kerjanya dalam menyuasun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan lmgkup tugas dan
fungsinya.

BAR 1]
PEMBENTUKAN

Pazal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk REUD yang
merupakan unit organisasi bersifat khusus.

RSUD schagaimana dimaksud pada ayat (1) meneripkan pola
pengelolaan Badan Layanan Umum Dagrah.

BAaB 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!

Bagian kesatu
Kedudukan

Paszal 3

(1) RSUD dipimpin oleh seorang Direlctur.
(2] Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melah Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas,
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Pasal 4

(1) Bentuk  pertanggungjawaban kepada  Kepala  Dinas
sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalu
penyampaian laporan pengelolaan  keuangan dan barang
milile Daerah serta hidang kepegawaan,

(2) Penyampaian laporan schagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasl
pembangunan kesehatarn dacrah

Bagian Kedua
Tugas

Pasal &

RSUD mempunyal tugas menyelenggarakan  pelayanan
kesehatan perorangan secara panpurna yang meliputi promotil,
preventif, kuratf, rechabilitatf, dan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian
masyarakat,

Bagian Ketiga
Fungs:

Pasal &

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5. RSUD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan perigobatan  dan  pemulihan
keserhatan sesuai dengan standar pelayanan rumah salkit;

2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangin melal
pelayanan keschatan yang paripurna tingkat kedua dan
ketiga sesuai kebutuhan medis;

3, penyvelenggaraan pendidilan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan  kemampuan dalam
pemberian pelayanan keschatan; dan

4. penyelenpggaraan penelitian  dan perigembangan  scria
penapisan  teknologi  bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kmsehatan dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

5. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit;

6. pelaksanaan pengelolaan keuangan, asct dan
kepegawaian;dan

7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vyang diberikan uleh
Bupati di bidang pelayvanan rumah sakit,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:

a. Dircktur;
b, Wakil Direktur Administrasi Umuim dan Keuangan yang
membawahkan :

L, Bagian Porencanaa, Evaluas: dan Pelaporan;
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2. Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bagian Keuangan.,
c. Wakil Direktur Pelayanan, Yang membawahkan:
1. Bidang Pelavanan Medis!
2. Bidang Pelayanan Keperawatan;
3. Bidang Pelayanan Penunjang.
d. Dewan Pengawas;
e, Unit Organisasi Pendukung;
[ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada avat
(1} =ebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
i1,

BAR W

PENJABARAN TUOAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

(L

(2]

Baglan Kesatu
Direkour

Pasal 8

RSUD dipimpin oleh scorang Dircktur yang mempunyal
tugas dan fungsi memimpin penyelénggarasn rumah saki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal &.

Untuk melaksanakan tugss dan fungs: sehagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dircktur schagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat [1) huruf & mempunyal uraian 1ugas.

4 merumuskan konsep kebijakan kesehatan Dacrah di
bidang pelayanan rumah sakit berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagal bahan arahan operasional;

b. merumuskan dan menetapkan program kegatan rR5UD
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
dan peraturan pe rundang-undangan;

c. menpgoordinasikan urusan rumah langgs RSUD sesum
kesehatan Daerah;

d. mengarahkan tugas bawahan dengan  memberikan
petunjuk dan bimbingan baik scocara lisan maupun tertulis
puna meningkatkan pelayanan RSULD,

¢. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
penyclenggaraan  pelavanan RSUD sesual  dengan
peraturan perundang-undangan — S€ bagar  pedoman
operasional kegiatan;

{ rmelaksanakan pembinaan teknis dan admin istrat
bidang pelayanan rumah sakit sesual kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati;

g. menyelenggarakan keglatan pelayanan R3UD  sesua)
program dan kebijakan yang telah ditetapkan;

h. mengoordinasikan kegidlan pengawasan dan pengendalian
pelayvanan RSUD dengan instansi terkait agar hasilnya
terpadu dan lebih akurat;

i, membina pelaksangan urusan pemerintahan di dang
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pelavanan rumah sakil baik teknis maupun administratfl
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di bdang

pelavanan rumah sakit di RSUD sesual dengan peraturan
vang berlaku suna kelancaran pelaksanaan tugas,

. mengendalikan pelaksanaan kegistan peningkatan mulu

dan pemantauan kegiatan RSUD;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak
lanjut,

menvelenggarakan dan mengarahkan pencapaian Standar
Pelavanan Minimal [SPM) di bidang pelayanan rumah sakil
sesual peraturan perundang-undangan;

.mengevaluasi dan  menilai  prestasi  kerja  bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kena
segual  ketentuan dalam  rangka peningkatan  karnr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

. membual laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan
peraturan perundang-undangan scbagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan  TUgas dan  untuk
menghindari penvimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Kedua
Walkil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 9

(1) Wakil Direktur Administras Umum dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direkiur.

(2] Wakil Direktur Administrasi  Umum dan Kcuangan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal [Ugas
melaksanakan scbagian tugas Direktur dalam perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pCOgawasen,
pengendalian, pengelelaan dan fasilitazi kegiatan di hidang
administrasi umum dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugss scbagaimana dimaksud pada
avat (2), Wakil Direkwur Administrasi Umum dan Keuangan
mempunyai fungsi:

i3

.

b.

perumusan  kebijakan teknis di bidang administras
umum dan keuangan,

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi umum dan keuangan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegatan di
bidang administrasi umum dan keuangan;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang adminisirass
umum dan keuangan; dan
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
administrasi umum dan keuangan.

(4] Untuk melaksanakan Lugas dan fungsi sebagamana
dimaksud pada ayat (2) dan ayal (3}, Wakil Dircktur
administrasi Umum dan Keuangan mempunyal uraian tugas:

e B

menyusun program kegiatan Walkil Direletur Administrasi
Umum dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya dan peraturarn perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah  pimpinan melalui  pengkanpan
permassalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan elisicn;

membagi tugas bawahan sesial dengan  jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
rugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan nstansi
terkait baik  vertikal maupun horisontal  untuk
mendapatkan  informasi, masukan, seria dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisast pelaksanaan LUgas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk mclaksanakan kegatan;

menviapkan konsep kebijakan Direktur damn naskah dinas
yang berkaitan dengan keglatan administrasi umum dan
keuangan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konscp Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran [(DPA) serta perubahan anggaran sesual
ketentuan dan plafon anggaran yvang ditetapkan:

mengoordinasikan  dan  menyiapkan konsep Hencaria
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD,
Rencana Strategis (Renstra), Rencana hkena {Renja),
indikator Kinerja Utama (KU}, Perjanjian Kinerja (PK] dan
jeniz  dokumen perencanaan lainnva sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku;

mengoordinasikan dan  menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjiawaban Bupati (LKPJ), Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LEjIP}), Evaluasi kKinena
Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan
IPOK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan
ketentuan vang berlaku;

mengarahkan dalam penyiapan bahan perumusin
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinasan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi dan
penerapan  ketatalaksanaan, budaya Keérja, serta
pelayanan pubhk;

mengarahlzan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA), dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA);

mengarahkan kegatan administrasi umum dan keuangan
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(2)

b

sesual dengan pecraburan perundang-undangan  agar
kegiatan dapat dilaksanakan secara herhasil guna dan
berdaya guna;

m. mengarahkan pelayanan kegiatan administras: umum dan
keuangan agar berjalan secara efektil dan efisien;

o merencanakan dan  mengoordinasikan  pencrapan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan
perundang- undangan;

o mengevaluasi dan menilai  prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
permberian penghargaan dan sanksi;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpimnan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

g menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
haik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan  tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

r melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesUal
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Bagian ketiga
Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 10

Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka | dipimpin
oleh seorang Kepala Baglan vang berkedudukan di bawsah
dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrass
Umum dan Keuangan.

Kepala Baglan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai LUgas
melakeanakan sebagian tugas Wakil Direktur Administrasi
Umum dan Keusngan dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendahan,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang perencanaan kegiatan, pengelolaan dala dan sistem
informasi  manajemen, serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
mempunyal fungsi

a penyusun rencana kerja berbasis program dan anggaran
Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laparan kegiatan
Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

¢. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dun rencans
bisnis angegaran RSULY,

d penyusunan bahan  perumusan kebijakan  teknis
perencanaan RIUL,

e, penyviapan bahan  perumusan kebijakan  whknis,

g
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pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan teknis di
bidang perencanaan, monitoring evaluasi, data dan
sistem informasi manajermen;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kineja
R5UD; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan aleh
pimpinen sesuai dengan tugas dan fungsinya,

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan avat (3}, Kepala Bagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunvai uraian
LLlgas:

.

menyusun rencana dan program  Kegiatan Baglan
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil
evaluasi kepiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

menjabarkan perintah  pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efekufl dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinye serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna keclancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maopun  horizontal  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah  dan mengkaji | peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal baban atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
mengeordinasikan  penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

mengoordinasikan  pelayanan  pengelolaan  data  dan
sistern  informasi manajemen  sesual  Ketentuan  yang
berlaku guna kelancaran tugas;

mengoordinasikan  dan  memfasilitasi  penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LEPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF}, Evaluasi
Kinerja Pembangunan Dacrah (ERKPLY, Sistem
Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIF), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya
gesuni dengan ketentuan vang berlaku;
mengoordinasikan  penyiapan  bahan  perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembitiaan.
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan  [asilitas)
penataan tatalaksana, budaya kerja, serta pelayanan
publik;

mengadakan  bimbingan  ftekniz  terkait  kegiatan
perencanaan, pengelolaan data dan  sisiem informasi
manajemen, monitoring, cvaluasi dan  pelaporan  di
lingkungan RSUD;

mengoordinasikan  penyusuna Standar Operasional
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Prosedur [(SOP) Bagian Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan;

|. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber dava
manusia Bapian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
gesuai beban kerja dan ketentuan yang berlaku,

m, mengevaluasi dan  menilal prestasi  kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksg

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan  kKepada
atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikuinya,

o. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

p. melaksanalkan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanyva

Pasal 11

Quaunan Organisasi Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan schbagaimana dimaksud pasal T hurufl b angka 1,
terdiri atas kelompok jabatan lungsional yang terbagh atas
tiga sub koordinator.
suh Koordinator, schagaimana dimaksud pada ayvat (1)
terdiri atas :
a. Sub Koordinator Perencanaan;
b, Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Manajemen,
dan
-  Sub Koordinator Monitoring Evaluasi dan Pelaporan,
Sub koordinator scbhagaimana dimaksud pada avat [2),
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi
Umum dan Keuangan melalui Kepala Bagian Percncanddn,
Evaluasi, dan Pelaporan.
quh Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
mempunyai tugas sehagaimana tercaniim dalam Lampiran 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Keempat
Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 12

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungawakb
kepada Wakil Direltur Administrasi Umnum dan Keuangan.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempurivai tugas melaksanakan
scbagian tugas Wakil Direktur Administrasi Umum dan
Kepegawaian  dalam  perumusan kebijakan  teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pEngawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
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hidang  ketatausahaan,  pengurusan rumah  tangga.
kepegawaian dan pengembangan sumber dava manusia Serta
pelayanan hukum, humas dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (2}, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana kera berbasis pada program dan
anggaran Bagian Umum dan Kepegawalan:

b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
keiatausahaan, pengurusan rumah tangga, kepegawalan
dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanarn
huloum, humas dan pemAasaran,

d. penyiapan bahan  perumusan kebijakan  telkmis,
pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan tcknis di
bidang ketatausahaan, pengurusan rumah langga,
kepegawaian dan pengembangarn sumber daya manusia
serta pelayanan hukum, humas dan pemasaran; dan

e. pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan  fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bagian Limuim

dan Kepcgawalan mempunyai uralan tugas,

a, menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya dan perataran perundang-undangan:

b menjabarkan perintah pimpinan melalul  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agat

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢, membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompeiensinya  scria memberikan arshan bak secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait  baik  wvertikal maupun horizontal  untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji  peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatar,

g, mengoordinasikan bimbingan telnis terhadap kegiatan
wetatausahaan, pengurusan rumah tangga, kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia Serta
pelayanan hukum, humas dan pemasaran sesual dengan
pedoman, kebijakan yang ditetapkan pimpinan, dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan Lugas
dapat berjalan dengan baik dan lancar:

h. menyusun konsep pedoman dan petunjuk weknis  di
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hidang ketatausahaan, pengurusan rumah tangga,
kepegawaian dan pengembangan sumber days manusia
serta pelayanan hukum, humas dan pemasaran di
lingkungan RSUD sesusal dengan peraturan perundang-
undangan;

i. memberikan pelayanan urusan ketalausahaan,
pengurusan  rumah  tangga,  kepegawa ian  dan
pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan
hukum, humas dan pemasaran;

j. mengoordinasikan kegiatan pengamanan dan kebersihan

lingkungan RSUD agar tercipta lingkungan RESUD vang
aman, bersih, rapi, dan nyaman;

k. mengoordinasikan penyusunan Sitandar Uperasional
Prosedur (30F) Bagian Umum dan Kepegawaian;

|, mengoerdinasikan perencanaan kebutuhan sumber daya
manusia pada Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
beban kerja dan Ketentuan yang berlaku;

m. mengevaluasi dan  menilal prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerya
sesuai  Ketentuan dalam rangksa peningeatan karir,
pemberian perghargaan dan sa nksi;

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan  kepada
atasan schapai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

o. menyampaikan seran  dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 13

Susunan Organisasi Bagian Umum dan Kepogawalan

sehagaimana dimaksud dalam Pagal 7 huruf b angka 2,

terdiri atas kelompok jabatan fungsional yeng terbagl atas

tiga sub koordinator,

sub koordinator, scbagaimana dimaksud pada avat (1),

terdiri atas ;

&, Sub Keordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga;

h. Sub Koordinator Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dayva Manusia; dan

¢ Sub Keordinator Hulum, Hubungan Masyarakal dan
Pemasarar.

aub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

bertanggung jawab  kepada Wwakil Direktur Administras

Umum dan Keuwangan melalui Kepala Bagien Umum dan

Kepegawaian;

aub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayai {2) hurul

memplinyal tugas schagaimana lercantum dalam Lampiran I

yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraluran

Bupatl ini.
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Bagian Kelima
Bagian Keuangan

Pasal 14

Bagian Keuangan sebagaumana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yvang berkedudukan ds bawah dan bertanpggung jawab kepada
Wakil Direktur Administrasi Umum dan keuangan.

Bagian Keuangan schagaimana dimaksud pada avai (1]
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil
Direktur Adminigtrasi  Umum dan Keuangan dalam
perumusan kebijakan tekms, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelotaan, fasilitas, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan di bidang ponyusunan AnNgEAran,
perbendaharaan, mokilisasi dana, akuntansi dan
penatausahaan  barang milik Daerah secrta  verifikasi
keuangan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (2}, Bagian Keuangan mempunyai lungs: :

A, penyusunan rencang kerja berbasis pada program dan
anggaran Bagian Keuangan,

b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Bagian Keuangan,

¢. penyusunan bahan perumusan kehijakan teknis di bidang
anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi
dan penatausahaan barang milik Daerah serts verilikasi
keuangan;

d. pelaksanaan telnis dan administrasi di bidang anggaran,
perbendaharaarn. mobilisasi dana, akuntansi dan
penatausahaan barang milk Dacrah serta verifikasi
keuangan,

e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang
anggaran, perbendaharaan, rmabilisasi dana, akuniansi
dan penatausahaan barang milik Daersh serta verifikasi
keuangan; dan

[. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan Lugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi  sebagaimana

dimaksud pada avat (3) dan ayat (4], kepala Bagian Keuangan

mempunyal uraian tugas

a, menyusun rencana dan program kegiatan Bagan

Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sehelumnya dan peraturan perundang-undangin;

b, menjabarkan perintah pimpinan  melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan efekiil dan efisicn;

membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan baik sccard

lisan maupun tertulis guna kelancaran prlaksanaan
tUgas;

4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi denggan instansi
terkait  baik  vertikal maupun horizonial  untuk

4
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mendapatkan informasi, masukan, seria dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tUgas;

menelash  dan  mengkajl  peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
mengoordinasikan  penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

menyiapkan rumusan angearan pendapatan dan belanja
rumah  sakit, membuat analisis aleuntans: keuangan
secara periodik dan verifikasi keuangan untuk pedoman
dan tertib administrasi keuangan;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dalam rangka
penyusunan  Rencana Bisnis dan Anggaran  (RBA)
Rencana Kepgiatan dan Anggaran (REA)/ Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan  seria perubahan
anggaran sesuai dengan ketentuan dan plafon anggaran
vang ditetapkan agar tercipta  sinkronisasi  dan
Kescsuaian penyusunan anggaran dengan  peratlran
perundang-undangan keuangan yang mengaar;
emberikan  bimbingan  teknis  terhadap  keglatan
penyusunan anggaran, mohilisasi dana, pengelolaan dan
pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuniansi dan
verifikasi serta penatausahaan barang milik Daerah
sesuai kebijakan vang ditetapkan oleh atasan dan
peraturan perundang-undangan,

mengatur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
rumah sakit, kegiatan perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi serta penatausahaan barang milik Daerah
sesyal peraturan perundang-undangan, agar kegiatan
dilaksanakan secara berhasil guna dan berdays guna,
mengoordinasikan  penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Bagian Keuangan;

mengpordinasikan perencanaan kebutuhan sumber daya
manusia pada Bagian Keuangan sesual beban kerja dan
ketentuan yvang berlaku;

. mengevaluasi dan  menilai prestasi  kerja bawshan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan  pelaksanaan kegiatan  kepada
atasan schbagali bahan evaluasi  dan pengaunbilan
kebijakan berikutnya;

menvampaikan saran dan pertimbangan  kepaca
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kapan
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindan
penyimpangan; dan

melaksanaken tugas kedinasan lain dar pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

g
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Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Bagian RKeuangan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurufl b angla 3, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
terdir atas :

a. Sub Koordinator Anggaran;
b, 8ub Keoordinator Perbendaharaan; dan
e, Sub Koordinator Alaantansi

{3] 5ub koordinator schagaimana dimaksud pada ayat (2),
bertanggung jawab kepada Wakil Dircktur Administrasi
Umum dan Keusangan melalui kepala Bagian kevangan,

(4] Sub Koordinator sehagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf
memplunyai tugas sehagaimana lercantum dalam Lampiran 11
vang merupakan bagian ridak terpisahkan dari Peraluran
Bupati ini.

Bagian keenam
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 16

(1) Wakil Dirckiur Pelayvanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ berkeduduken di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direkiur.

(2) Wakil Direktur Pelayanan srhbagaimana dimaksud pada ayal
(1] mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Direkur
dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasan,
pembinaan, pengawasar, pengendalian, pengelulaan dan
fasilitasi kegiatan di bidang pelayanan medis, pelayanan
keperawatan, dan pelayanan penunjang.

(3) Untuk melaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud pada
avat {2], Wakil Direkuur Pelayanan mempunyai flungst:

a. pengoordinasian PETENCANAAT Program kegiatarn,
penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang
pelayanann medis, pelayanan keperawatan, dan pElayanan
peEnUIjang;

b, pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi Keglatan
bidang pelayanan medis, pelayanan keperawalan, dan
pelayanan penunjang;

c. pembinaan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biays
dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis,
pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang,

d, pelaksanaan monitoring, evaluasi. dan pelaporan kegiatan
pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan
penunjang; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan sesuzl dengan Wgas dan ungsinya.

{4} Unituk melaksanakan tugas dan fungsi  scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Wakil Dirckiur
Pelayanan mempunyal uraian LUgEas;

A, mMenyusun program kegiatan Wakil Direktur Pelayanan

&



berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
dan peraturan perundang-undangan sebagail pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu penglajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan fugas berjalan efcktf dan efisien;

membagl tugas bawahan sesuai dengan jahatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pclaksanaan
tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsullasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun hotison tal  untuk
mendapatkan informasi, masukan, scria dalam ranghka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
menelaah dan  mengkaji  peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tagasnya sebagail bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyviapkean konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas
yang berkaitan dengan hidang peclayanan  meds,
pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang,
mengarahkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan
leperawatart, dan pelayanan penunjang agar pelaksanaan
pelayanan dapat berjalan lancar,

merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang
pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan
penunjang sesual dengan peraturan vang berlaku guna
kelancaran pelaksanaan TUgas;

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan mieclik,
pelayanan keperawatan, dan pelayanan  ponurjang
dengan menggunakan sumber dava yang ada sesual
dergan perkembangan ilmu pengetahuan dan telknologl,
melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan
pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayvanan
penunjang secara langsung maupun tidak langsung
untuk menghindari penyimpangan;
merencanakan  dan  mengoordinasikan - pencrapar
pencapaian indikator Standar Pelavanan Minimal {5PM)
=esuai dengan bidang tugasnya dan  peraturan
perundang- undangan,
mengevaluasi  dan  menilal prestasi  kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku  kerja
sesuai  ketentuan dalam  rangka peninghkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;
. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pumpinan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan  TUBAS dan untuk
menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari plmpinan sesiial
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
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Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Medis

Pazal 17

Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf ¢ angka 1 dipimpin olch scorang Kepala Bidang vang
berkedudukan di bawah dan Dberianggung jawab  kepada
Waki! Direktur Pelayvanan.

Kepala Bidang Pclayanan Medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyal LLgas melaksanakan sebagian tugas
Wakil Dircktur Pelayanan dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, DETEEWaSAT,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang pelayanan medis yvang meliputy pelayanan
medis rawat jalan, dan pelayanan medis rawat inap serta
medicolegal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (2}, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunya fungsi:

4. penyusunan rencana kerja berbasis pada program dan
anggaran Bidang Pelayanan Medis;

b, pementauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Bidang Pelayvanan Medis;

c. penyusunan bahan perumulsan kebijakan tckris Bidang
Pelayanan Medis;

d. penyiapan  bahan  perumusan kebijakan  teknis;
pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan teknms d
bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan medis
rawat jalan, dan pelayanan medis rawal ilnap scria
medicolegal;

¢, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinena
Bidang Pelayanan Medis; dan

[. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimalksud pada ayat (2] dan avat [3), Kepala Bidang

Pelayanan Medis mempunyal uraian gas:

4, menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pelayanan Medis berdasarkan hasil cvaluasi kegiatan
tahun sebelumnyva dan peraturarn perundang-undangan:

b. menjabarkan perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksansan tugas berjalan efeklif dan efisicn;

¢, membagi tugas bawahan secuial dengan jabatan dan
kompetensinye  scria memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

1 meclaksanakan keordinasi dan konsultasi dengan nstansi
terkait baik vertikal ~—maupun horisontal  untuk
mendapatkan  informasi, masukean, serta dalam rangkd
sinkronisasi dan harmenisasi pelaksanaan Lugas;

e, menelaah dan mengkali peraturan perundang-
undangan scsual lingkup tugashya gehapai bahan atau

8
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pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. mengoordinasikan penyusunan petunjuk tekis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelanearan pelaksanaan
kegiatan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis sesual

dengan peraturan perundang-undangan apar pelaksanaan
pelayanan dapat berjalan lancar;

h. mengatur dan memantan pelayanan  medis  agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan
lancar;

i, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan medis

dengan menggunakan sumber daya yang ada sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan

pelayanan medis secara langsung maupun tidak langsung
agar tidak terjadi penyimpangan;

k. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber daya
manusia pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya
sesuai dengan heban Kerja dan ketentuan yang berlaku;

|. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Medis;

m. mengevaluasi dan  menilai  prestssi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi,

n. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

o, menyampaikan saran dan  pertimbangan lkepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penvimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesLAl
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ angka 1, terdiri atas

kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas dua sub
koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdirt atas @

a, Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Jalan; dan

b, Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Inap;

Sub koordinater scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan melalui
Kepala Bidang Pelayanan Medis;

3ub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf
mempunyal tugas scbagaimana tercantum dalam Lampiran 1l
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vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati .

Bagian Kedelapan
Bidang Pelayvanan Keperawatan

Pasal 19

(1) Bidang Pelayanan HKeperawatan scbagaimans dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) hurul ¢ angka 2 dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan s bawah dan
bertanggung jawab kepada Wakil Direkiur Pelayanan.

(2) Kepala Bidang Pelavanan Keperawatan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1], mempunyai tugas meliksanakan
sehagian tugas Wakil Direktur Pelayanan dalam perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang pelavanan keperawatan dan kebidanan
rawat jalan serta pelayanan keperawatan dan kebidanan
rawat inap.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai
fungsi

d.

b.

menyusun rencana kerja berbasis pada program dan
anggaran Bidang Pelayanan Keperawalan,

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegatan
Bidang Pelayanan Keperawatan;

. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang

Pelayvanan Keperawatan,

. penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan tekmis,

pelaksanaan dan pelayanan adminstras) dan teknis di
bidang pelayanan keperawatan yang meliputi pelayanan
keperawatan rawat jalan dan pelayanan keperawatan
rawat mnap;

. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja

Bidang Pelayanan Keperawatan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sestai dengan tugas dan fungsinya

{4) Untuk melaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bidang
Pelayanan Keperawatan mempunyai uraian fugas |

.

b.

MEenyusun  rencana  dan  program kegiatan Bidang
Pelayanan Keperawatan berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;

menjabarkan  perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetcnsinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran polaksanaan
tugas;

O
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h.

melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horisontal untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonizasi pelaksanaan tUgas;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

mengoordinasikan penyusunan petunjuk tekmis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan
herdasarkan peraturan  perundang-undangan - @Agar
pelaksanaan pelayanan  sesual dengan standar vang
ditetapkan;

menyiapkan bahan penyusunan prosedur pengawasan
dan pengendalian  etika, moral, mutu pelayanan
keperawatan sebagai pedoman operasional  pelayanan
keperawatan;

memantau pelaksanaan pelayanan keperawalan secard
langsung maupun tdak langsung agar berjalan lancar
dan sesual dengan prosedur;

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan
keperawatan dengan menggunakan sumber daya vang
ada agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan tcknologi;

mengontrol kegiatan pelayanan keperawatan agar tidak
terjadi penyimpangan dalam pelayanan dan
meningkarkan kepuasan pasien;

mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber dava
manusia pada unit-unit pelayanan di bawahnya scsual
dengan beban kerja dan ketentuan Yang berlaku;

m. mengoordinasikan penyusunal Standar Operasional

s

Prosedur (S0P} Bidang Pelavanan keperawalan,
mengevaluasi dan  menilai prestasi  kerja bawahan
nerdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesial  ketentuan dalam  rangka peningkatan  kanr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporsn  pelaksanaan kegiatan  kepada
atpsan scbagai  bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

menvampaikan  saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajpan
agar kegiatan berjalan Jancar seria untuk menghindan
penyimpangsan, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan SESUE
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Keperawatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ angka 2,
terdiri atas kelompok jabatan [ungsional yang terbagl atas

8
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(3)

%]

(1)

12

13)

a5

dua sub koordinator;
Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada avat (1),
terdiri atas :
a  2ub Koordinator Pelayanan keperawatan Rawal Jalan;
dan
b, Sub Koordinatar Pelayanan Kepcerawalan Rawal Inap:
auly Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan melalu
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatlan;
sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul
mempunyai ugas sehagaimana tercantum dalam Lampiran |l
yang merd pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati 1.
Bagian Kesembilan
Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 21

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wakil Direktur Pelayanan.
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], mempunyal TUgas melaksanakan sebagian
tugas Wakil Direktur Pelayanan dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasall,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang pelayanan peEnunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2|, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai

fungsi:

A, penyusunan rencana kerja berbasis pada program dan
anggaran Bidang Pelayanan Penunjang;

b, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
Bidang Pelayanan Penunjang

¢, penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang
Pelayanan Penunjang;

d. penyiapan  bahan  perumusarn kebijakan  teknis,
pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan tcknis di
bidang pelayanan penunjang;

. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Bidang Pelayanan Penunjang dan

[. pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch
pimpinan sesua dengan T1gas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungs: schagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan avat (3}, kepala Bidang

Pelayanan Penunjang mempUnyal uraian Ugas:

a. menyusun rencana dan prografi kegiatan Bidang
Pelavanan Penurjang herdasarkan hasil evaluas: kegiatan
tahun sepelumnya dan peraturatl perundang-unc!ungam

b. menjabarkan pernntah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan pcrundang-undangan ARAL

§



pelaksanaan tugas berjalan efekil dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya  serta memberikan arahan balk secara
lisan maupun termulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

_melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan instansi

terkait  baik vertikal maupun  horisontal untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

., menelaah dan menghkaii peraruran perundang-

undangan scsual lingkup tugasnys gebagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

mengoordinasikan  penyusunan petuniuk tekris,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
tugasnya guna - mendukung kelancaran prlaksanaan
kegiatan;

. mengnordinasikan  pelaksanaan pelayanan penunjang

gesual dengan peraturan perundang-undangan  Agar
pclaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar,

_menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis di bidang pelayanan penunjang, sesuai dengan
peraturan yang beriaku guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

. mengoordinasikan  pelaksanaan pelayanan  penunjang

berdasarkan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan pelayanan Ssesual dengan standar vang
ditetaplean;

. mengatur dan memantall pelayanan penunjang sgar

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan  tertib dan
lancar;

. mengembangkan dan meninglkatkan pelavanan penunjang

dengan menggunakan su mber daya vang ada sesual
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologs

. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan

pelayanan penunjang secara langsung maupun tidak
langsung agar tdak terjadi penyumpangan;

mengoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber days

manusia pada unit-unit pelayanan di bawahnva sesus:
dengan beban kerja dan ketentuan yang berlaku;

,mengoordinasikan  penyusundn Standar Operasional

Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Penunjang;

. mengevaluasi  dan  menilai prestasi  kerja  bawahan

herdasarkan sasaran kerja pegawai dan penlaku kerya
sesual  ketentuan dalam  rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksy

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagal bahan evaluasi dan pengambilan  kebijakan
berikutnya;

. menyampaikan saran  dan pertimbangan  kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar Kegiatan berjalan lancar seria untuk menghindar
penyimpangan; dan



¢ melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasgal 22

(1) SUSULAEL Organisasi  Bidang  Pelayanan Penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ angka 3,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas
dua sub keordinator;

{2) Sub Koordinator, scbagaimana dimaksud pada ayvat (1},
terdiri atas :

a. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Medis; dan
L =uh Koordinator Pelayanan Penunjang Non Medis;

[3) Sub Kooerdinator sebagaimana dimaksud pada aval 2],
bertanggung jawab Kepada Wwakil Dircktur Pelavanan melalul
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang,

(4) Sub Koordinator schagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul
mempunyal tugas scbagalmana lercantum dalam Lampiran |
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian kescbelas
Dewan Pengawas

Pasal 23

(1] Dewan Pengawas merupakan unit nonstrukural  vang
hersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Bupati,

(2] Dewan Pengawas dibentuk sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Unit Organisasi Pendukung

Pasal 24

(1] Selain susunan organisasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7. RSUD dapat membentuk unit prganisasi pendukung
yang bersifat non strukiural, terdiri darl Satuan Pemeriksaan
internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, scria organisasi
pelaksana berupa Instalasi,

(2] Unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada aval
(1) dibentuk dan ditctapkan dengan keputusan Direkiur
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasgal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkung«an REUD

ditctapkan sesuai dengan kehutuhan dan mempunyai fungst
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
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(1)
(2]

(3

[1]

(2]

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional herkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur, Kepala
Bidang dan Kepala Bagian yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabal
Fungsional jenjang ke terampilan dan jenjang keahlian,
Jumlah, jenis, dan jerjang Jabatan Fungsional sebaganmana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada avat (1] sesual  ketentuan
peraturan peru ndang-undangan.

Untuk mernenhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabal Fungsional
Pasal 20

Pejabat  Fungsional melaksanakan fungsa dan  tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Selain melaksanakan fungsi dan  tugas sehagaimana
dimaksud pada ayat {1) Pejabal Fungsional dapat diberikan
tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang dalam
menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim
kerja.

Pasal 27

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya
gecara ndividu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan tugas secard berkelompok
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk
Tim Kerja.

Tim kerja sebagaunana dimaksud pada avat (2} dapat berasal
dari Jabatan Fungsional scjenis atau berbagai latar belakang
kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau
dari luar Perangkat Daerah,

Ketua Tim Ketja sebagaimana dimaksud pada aval (2
herasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pembentukan Tim Kerja schagaimana dimaksud pada avat
(2) ditetaplkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28
Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan [ungsi dan
tugasnya Secars langsung kepada pimpinan urtit organisasi.
Pimpinan unit  kerja gewakiu-wakiu berwenang untuk

meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau Ketua
Tim di lingkungan unit kerjanya.

a
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugasnya burpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
maeing-masing maupun antar Satuan prganisasi  di
lingkungen pemenntah daerah serla instansi lain di luar
pemerintah daerah sesual dengan tugas MAsINE-Masing.
Setiap pimpinan  unit  Organisas wajib  mengawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} terjadi penyimpangan, pimpinan unit
organisasi mengambil langkah-langkah wyang diperlukan
sesual dengan peraturan perundang-undangar.

Setiap  pimpinan  unit organisasi bertanggung  jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masi nE-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan  unit prganisasi  wajib mengikun  dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta menyiapkan laporan berkala 1epat pada
waktunya.

Setiap laporan yvang diterima oleh pimpinan unit erganisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagal
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan,

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan pengendalian  kegiatan, setiap
pimpinan umt organisasi Deserta  bawahannya wajih
mengadakan rapat berkala,

Pasal 30
Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinatar untuk
pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tugas tambahan vang diberikan kepada pejabat fungsional
vang ditunjuk.
Tugas sub koordinator adalgh membantu Sekretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun ptrencanar, prlaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan
fungsinya.
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BAB VNI
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan seria susunan kepegawaian
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 32

Jabatan Direkour RSUD, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepals
Bidang dan Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD diangkat
dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

[1)] RSUD wajib menyusun kebutuhan jumiah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdazarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerna.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur
gipil negara sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukean
untuk jangka wektu 5 (lima) tahun yang diperinci per |
[satu} tahun berdasarkan prioritas kebutuban,

BAB 1X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pazal A4

{1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bagian dan
Kepala Bidang ditunjuk aub Koordinator yang berasal dan
Pejabat Fungsional

(2) Sub Koordinator sebapaimana dimaksud pada  ayal (L),
ditunjuk oleh Direktur RSUD dengan mendayvagunakan
Pejabat  Pungsional sesuai  dengan kompetensi  vang
hersangkutan.

|3] Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pads
ayat (1] ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD.

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadt kekosongan Sub Koordinator, Direktur
RSUD menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan berasal
dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

|2} Dalam hal di ingkungan kerja RSUD tidak terdapal pejabat
fungsional, maka Kepala Badan menunjuk Pelaksana Sentor
sebagal Sub Koordinator berdasarkan kompelensi Yang
dibutuhkan.

(3) Dalam hal Drircktur RSUD akan menunjuk Sub Koordinator
vang berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Direktur
RSUD mengusulkan kepada Sekretarizs Daerah  melalui

§



perangkat daerah yang menangani kepegawaian.

{4) Penunjukan Sub Keoordinator sebagaimana dimaksud pads
ayat [3) dilaksanakan sotelah mendapal persetujuan dari
Sekretaris Dacrah.

Pasal 36

Penunjukan Sub Koordinator sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 dan Pasal 35 disamping memperhatikan kesesuaian
bidang tugas dan [ungsinya Juga mempertimbangkan
persyaratan administrasi, kesesuaian kompelensi, kebutuhan
jabatan, kinerja, pengalaman penugasar, integritag  dan
moralitas serta persyaratan obyektil lamnnya.

Pasgal 37

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Direktur
R5ULL

Pasal 38
(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dan Kepala Bagan dalam  penyusunan  rencand,

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan linglkup tugas dan fungsi unit kerjanyva
masing-masing.

(2} Disamping melaksarakan tugas schagaimana dimaksud ayal
(1} Sub Keordinator mempunyai [Ugas mengoordinasikan
pelaksanaan tugas lkelompok Jabatan Funpgsional sesual
bidang tugas dan fungsinya.

(3} Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat  Fungsional
sesual  bidang tugas dan fungsinya sesual peraturan
perundang-undangan

BAB X
OTONOMI

Pasal 39

(1] Sebagai unit organisasi bersifat  khusus  sebagaumand
dimaksud pada Pasal 2, RSUD memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawalan.

(2} Otonomi  dalam pengelolaan keuangan dan barang mibk
Dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (1} meliput
pErencanaart, pelaksanzan, dan  perianggun grawaban
keuangan serta penggunaarn dan penatausahaan barang milik
Daerah.

(3) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawal aparalir sipil negara kepada
pejabat yang beErwenang gegual  dengan keteriiuan
peraturan perundang-undangan;

'h. menyelenggarakan pembinaan pogawal  aparatur =ipil

s
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negara dalam pelaksanaan LUgas dan fungsi dalam
jabatan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. mengelola dan membina pegawai di lingkungan Rl

Daerah sesuai dengan ketentuan peratUrell perundang
undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka Pejabal
Pengawas vang dilantik berdasarkan Peraturan Bupat
Kendal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
Kelas B Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan achaga
herikut :

a. terhadap Pejabat Pengawas Yang tidak dilakukan
penvetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam
rangka penyvederhanaan strulgtur nrganisasi,
melaksanakan tugas dan  fungsinya  berdasarkan
Peraturan Bupati ini;

b.terhadap Pejabat Pengawas Yyang akan dilakukan
penvetaraan ke dalam  jabatan fungsional letap
melaksanakan tugas dan fungsnya sampai  dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam Pejahsal
Fungsional;

Pada saat Peraturan Bupati im mulai herlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan

penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka

penyederhanaan strulktur organisasi berdasarkan Peraturan

Bupan ini, wetap melaksanakan tugasnya di bawah Pejahat

Pengawas vang bersangkutan.

Pada saat Permturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan dilakukan

penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam ranghka

penyederhanaan strukiur organisasi berdasarkan Peraturan

Bupati ini, melaksanakan tugasnya dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah Pejabal
Pengawas sampai  dilakukan penyederhanaan  SUUKLUT
organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;

h. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada hurul &, maka
Pelaksana melaksanakan tugss dibawah koordinasi Sub
Keoordinator,
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUF

Pazal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka Peraturar
Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemben ki,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Talo
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Scewondo Kelas B
kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomuor 10}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati inl mulal berlaku pada tanggal divndangkan.

ARATr sefiap Orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannia
dalam Berita Daerah Kabupatcn Kendal,

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal

24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN
Cap ttd

KENDAL,

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 91

, MH
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PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTARG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. H. SOEWONDO KELAS B
KABUPATEN KENDAL.

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. H. SOEWDONDO KELAS B KABUPATEN KENDAL

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Koordinator Perencanaan mempunya fugas

H.

MENYIsun rencans dar PrOETAT kegiatan Sub
Koordinatar Perencanaan berdasarkan peraturan prrundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan ZAS;

menjabarkan perintah prmpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan  agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan kensultasi deéngan instansi terkail
baik vertikal maupun horisontal uniuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan LUgas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangarn SESLIH]
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menyviapkan bahan  penyusunarn petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesua lingkup Lugasny: gLnH
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatar.

menghimpun, meneliti dan miengoreksi bahan usulan  program
kegiatan darl masing-masing Subbagian dan Scksi scsum dengan
ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daecrah (RPIMD), Rencana Strategis (Renstral,
Rencana Kerja (Renja), Indikater Kinerja Utama (IKU), Perjanjian
Kinerja (PK) dan jenis dokumen percncanaan lainnya sesusi dengan
ketentuan yang berlaku,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penpoordinasiar,
pemnbinaan, pengawasar, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi
penataan tata laksana, budaya kerja seria pelayanan publik,

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konscp Rencana
Strategis (Rensira), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA} Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran gesuai dengan ketentuan dan plafon
anggaran vang ditetapkan;

menyiapkan bahan bimbingan teknis kegiatan perencansan teknis
dan operasional (penelitian, pengumpulan, dan penyusunan program
keria] sesuan kebijakan vang ditetapkan atasan dan peraturin
perundang-undangan; G
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menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Operasional
Prosedur {S0P) Sub Koordinator Perencanaarn,
merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada  Sub

Knordinator Perencanaan sesuai beban kerja dan ketentuan vang
berlaku;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Perencanaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang
telah disusun untuk hahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan pelaksanaan lkegiatan kepada pimpinan sebagal
wuind akuntabilitas dan wransparansi pelaksanaan kegatar,
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindan penyimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

sub HKoordinator Data dan Sistem Informasi Manajemen mempunval
ugas :

a.

menyisun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Data dan
Gistern lImformasi Manajemen berdasarkan peraluran perundang
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan Lugas,

rmenjabarkan perintah pmpmnan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanann  tugas
berjalan cfckti! dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
rertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisast pelaksanaan tagas;
menclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan SesLIEL
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kematan;

menyiapkan bahan  penyusunan peturjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup  tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

melaksanakan pengelolaan data, statistik, dan gistem  informas
manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan Vang
berlaku sebagai sumber data untuk perencanaan kegiatarn,
memberikan pelayanan dan {asilitasi dalam pengolahan data dan
sistemn informasi manajemen agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan lancar;

melaksanakan pengelolaan sisiem dan janngan reknologi informasi
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan prrundang-
undangan untuk menunjang kegiatan pelayanan RSUD

menyiapkan bahan dan menyusun lkkongep Standar Operasional
Prosedur (30P] Sub Koordinator Data dan Sistern Informasi
Manmjemen,

mercncanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub
Koordinator Data dan Sistemn Informasi Manajemen sesuai beban
ketja dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator

Data dan Sistem  Inlormas Manajemen dengan cara rETEUKLT
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan

g
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dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
casaran kerja pegawai dan perilaku kerja scsuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemnberian penghargaan dan sanksi;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sehagai
wujud akuntabilitas dan ransparansi pelaksanaan kegiatan:
meryampaikan saran dan pertimbangan Kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

S1b Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyal LUBAs ©

a.

menyusun rencana dan  program kegiatan  Sub Koordinator
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan — peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebehumnya
sebagai pedoman pelalsanaan DUgAS,

menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan  agar pelaksanaan  [UgAS
berjatan efeltif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultas dengan instansi terkait bask
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisast dan harmonisasi pelaksanaan [Ugas:

menelagh dan mengkaji peraturan perundang- undangarn sesual
lingkup tugasnya schagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyusun konsep kebijakan teknis dan naskah dinas vang berkatan
dengan pengawasan  dan pengendalian  muty pelayanan RSUD,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesual
dengan peraturan perundang-undangan;

memeriksa dan meneliti seluruh laporan kegiatan dari masing
masing Bidang, Seksi, Bagian, dan Subbagian sebagai bahan evalums
dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan REUD;

menyiapkan bahan dan melakesanakan penyusunan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan kiners
Instanst Pemerintah (LKilP), Eyvaluasi Kinerja Pembangunan Dacrah
(EKPD], Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP], Pengendalian
Operasional Keglatan (POK], dan jenis pelaporan lainnva sesual
dengan ketentuan yang berlaku,

menviapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konscp laporan
di bidang penataan tatalaksana, budaya kerja, dan peiayaran publik;
menviapkan bahan dan melaksanakan survey dalam rergha
penyusunarn Indeks Kepuasan sMasvarakat [1RM] baik Internal
maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kepuasan masvarakal
werhadap pelayanan publik di RSUDy,

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasl
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang dan baginn sebaga
hahan pemusunan laporan Pengendalian Operasional  Kegiatan
(POK);

merencanakan kebumahan sumber diya manusia pada Sulb
Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai beban kerja
dan ketentuan yang berlakuw
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menyiapkan bahan dan menyusui konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serid
menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun olelh masing
masing subbagian, seksl, dan unit kerja lamnnye:

melaksanalkan pemantaunan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Monitoring Evaluasi  dan Pelaporan  dengan  card Mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut

menyusun laporan pelaksanaan kegatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,
menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada pimpinan baik
ligan maupun teriulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
laricar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuail dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Umum dan Kepegawaian
qub Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas |

el

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Tata
Usaha dan Rumah Tangga berdasarkan perabaran perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehagal
pedoman pelaksanaan [UEAs;

_ menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas herjalan
efelktil dan efisien;

melaksanakan koordinast dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisental untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan LUEaS,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan SESLIEL
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
keglalan;

menyiapkan  bahan pEnyusuUnan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas scsual lingkup tUgasiyd gLing
mendukung  kelancaran pelaksanaan Kegiatan,

melaksanakan perencanagn pengadaan dan pemeltharazn barang
rumah tangza sesuai dengan peraturan perundang- undangan untuk
menunjang kegiatan pelayanan RSULY,

melaksanakan pelayanan kegiatan tata usaha dan rumah tanggs
sesual pedoman yang berlaxu, kebijakan yang ditetapkan atasan dan
peraturan perundang- undangan agar kegiatan dapat dilsksanakan
secara berhasil guna dan berdaya guna,;

. menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap kegiatan tata usaha

rumah tangga, sesual peratiiran perundang-undangarn;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Proscdur {SOP) Sub Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangg:d:
merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub
Koordinatar Tata Usaha dan Rumah Tangga sesual beban kerja dan
ketentuan yang berlaku;

- melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Keordinator

Tara Usaha dan Rumah Tangga dengan card mengukur pencapaian
program Kerja  yang telah disusun untuk bshan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

g
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. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinamn sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaarn kegiatan;

. menyampaikan saran  dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis herdasarkan kajian agar kegatan berjalan
lancar serta untuk men ghindari penyvimpangan, dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesusi dengan
ragas dan fungsi unit kerjanya.

Sub  Koordinator Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia memplinyai fugas

g menyusun rencana dan Program kegiatan Sub Koordinator
Kepegawalan dan Pengembangan gumber Daya Manusia
berdasarkan peraturan perund&ng-undgﬂgan dan hasil evaluas
kegialan tahun sebelumnya schagai pedoman pelaksanaan [LEAS.

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan p&mndang-undangan apar pelaksanaan  tugas
berjalan efektf dan efisicn;

¢, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan inlormasi, masukan,
serta dalam rangka ainkronisasi dan harmonisas pelaksanaan LUgas;

4. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- Undangan sesual
hinglup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan

kegiatar;
e, menyiapkan bahan penyuUsunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup [UgAsTyH Fund

mendukung kelancaran pelaksanadly kegiatan;

[ memifasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis belban kerja,
pyaluasl jabatan, seria pengusulan formasi kebutuhan pegawal
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

g menyiaphkan hahan dan menyusun laporan bidang kepegawsian deamn
pengembangan sumber daya manusia secara rutin dan berkala seria
memelihara  file/ dokumen kepegawaian guna terciptanya tertib
administrasi kepegawaiar,

h., menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat,
mutasi, gaji berkala, permberhentian/ pensiun, pembuatan kartu
snami/isteri, tabungan asuransi  pensiun  {taspeny, pERgIriman
peserta pendidikan dan pelatihan, dan urusan kepegawaian lainnya

i, mengadakan himbingan teknis terhadap pelayanan administras
kepegawalarn dan pengembangan sumber daya manusia sertd
adminisirasi kepegawaian lainnya sesual pedoman yang berlaku,
kebijakan yang ditetapkan atasan dan peraturan perundang-
undangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengusulan;

j.  menyiapkan hahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Koeordinator Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

k.  merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub
Koordinator Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusi
sesual beban kerja dan ketentuan yang berlaku;

. membuat laporan pelaksanaan TUERS kepada atasan seDagsl dasar
penpgambilan kebjjakan:
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m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik sccara

.

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang
herlaku sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
dan untuk menghindari penyimpangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sub Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran
mempunyal tugas |

&

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Hukum,
Hubungan Masyarakat dan Pemasaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

. menjabarkan perintah pimpinan melalu penglkajian permasalaban

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugss berjalan
efektifl dan efisien;

 melaksanakan koordinasi dan Lansultasi dengan instansi terkait baik

vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan [UEZas,

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan scsual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatar,

menviapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual [INgkup TUgasnved gL
mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan,

menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, informasi dan
hubungan antar lembaga;

menyiapkan bahan kerja sama dengan pihak ketiga dalam ranghka
peningkatan pelayanan kesehatan dan pernasaran rumah sakit;
melaksanakan kajian terhadap rancanigall produk hukum RSUD ran
kerjasama dengan pihak ketiga;

melaksanakan pembinaan hubungan dengan pihak ketiga  dan
penyelenggaran informasi serta publikast;

mengadakan bimbingan teknis terhadap kegiatan pelayanan hukum,
sosialisasi pelayanan RSUD, pelayanan informasi/pers dan hubungan
masyvarakat, perpustakaan, fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga,
promosi dan pemasaran pelayanan RSUD sesuiai Kebijakan vang
diterapkan atasan dan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Koordinator Hukum, Hubungan masvarakat dan
FPemasararn;

merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub
Koordinator Hukum, Hubungan masyarakat dan Pemasaran sesual
beban kerja dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi kegiatan Sub Koordinator
Hulkum, Hubungan masyarakat dan Pemasaran dengan Cara
rmengukur pencapaian program kerja vang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindal lanjut;

_ menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

&



menyvampaikan saran dan  pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
rugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Keuangan

<ub Koordinator Perbendaharaan mempunyal LUgas

a.

menyusun rencana dan  program kegiatan Sub Keordinator
Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya zsebagai  pedoman
pelaksanaan Tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik

vertilal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
<erta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan Ugas;
menelaalh dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesUaAl

lingkup tugasnva sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

. menyiapkan bahan  penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya gUa
mendukung kelancaran pelaksansan kegiatamn,

mercncanakan operasional kegiatan perbendaharaan berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun laly, sumber data vang tersedia dan
kehijakan atasan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,

. membimbing dan mengontrol kegiatan perbendaharaan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yvang ditetapkan oleh
Direktur agar kegiatan dapat dilakeanakan sccara berhasil guna dan
berdaya guna;

menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi keuangan,
pembinaan dan pengawasan kegiatan perbendaharasn dengan
Jubbagian dan Seks1 yang terkait agar hasilnya terpadu dan lebih
akurart;

mengadministrasikan belanja RSUD, mengpordinasikan bendahara
pengehiaran dan bendahara pengeluaran pembantu,
merckomendasikan pengajuan dokumen belanja serta mMenyusun
laporan realisasi belanja RSUD sesumi dengan ketentuan Yang
berlakil;

memerilsa dan mengontrol terhadap Surat Fermintaan Pembayaran
(SPP) beserta lampirannya sebelurn  diterbitkan Surat  Perintah
Membayar (SPM) dan/ atau Surat Perintah Penyvediaan Dana (5P2D),
memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban SRy belanja
langsung dan tidak langsung beserta Jampirannya untuk menghindar
kesalahan;

mengoordinasikan  temuan hasil pemenksaan dari institusi
pemeriksa,

 menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional

Prosedur (SOP) Sub Koordinator Perbendaharann;

q
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T.

merencanakan kebumhan sumber daya manusia pada Sub
Kaordinator Perbendaharaan sesuai beban kerja dan ketentuan yang
herlaku:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perbendabaraan dengan cara mengukur pencapaian prograum kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.
menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis herdasarkan kajian agar kegiatan berjalen
lancar serta untuk menghindari penyimpangan, dan

melaksanakan tupgas kedinasan lain darl pimpinan gesuidl dengao
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Suh Koordinator Anggaran mempunyal tugas -

.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Angearan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil cvaluasi
kegiatan tahun sehelumnya sebagal pedoman pelaksanaan 1Igas;

_ menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajlan permasalahan

clan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi rerkalt haik

vertikal maupun herisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan Sesul
linglkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunah petunjuk tekmis, petun)ul
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tUEASTYE gUna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

merencanakan eperasional kegiatan  intensilikasi peningkatan
sumber-sumber baru  pendapatan dan penyelesaian  tagihan
herdasarkan hasil evaluasi kcgatan tahun lalu, sumber data yang
tersedia dan kebijakan alasan sebagal pedoman pelaksanasn
kegiatan;

membimbing dan mengontrol kegiatan intensifikasi  peningkatan
symber-sumber  baru  pendapatan dan  penyesaian  tagihan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nang
ditetapkan oleh Dirgktur agar kegiatan dapat dilaksanakan secara
berhasil guna dan herdaya guna;

menylapkan bahan koordinasi keglatan administras] Keuangan,
pembinaan dan pengawasan kegiatan intensifikasi peningkatan
sumber-sumber baru pendapatan dan penyelesaian tagihan dengan
Subbagian dan Seksi yang terkait agar hasilnya terpadu dan lebibh
akurat;

mengoreksi dan menclit terhadap realisasi pelaksanaan peNEeTITEAn
dan pengeluaran Keuangan dergan card membandingkan realisasi
dengan perencanaan agar diketahui tingka! pencapaiannys
melaksanakan kajian atau analisis yang meliputi hiava vang
dikeluarkan, semua peEnerimaai, klaim yang diajukan, pe-neocokan
data jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap setiap harn dengan
kandisi riil baik pasien urmum maupun pasien dengan penjaminan;

6
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melaksanakan psnyusunan rencana pendapatan per instalasi dan per
bidang, menatausahakan selurub  penerimaan, berkoordi nasi dan
mengajukan klaim kepada pihak ketiga selaku penjamin piulang,
menganalisa piutang tidak tertagil, menyusui dan menganalizsa cash
flows, mengelola rekening-rekening bank, dan membuat laporan
pendapatan secara periodik guna meningkatkan pendapatan;
MENYUsUn  Tencana pendapatan, mengadministrasikan  semua
penerimaan, membuat laporan pendapatan sccard pericdik, serta
menyetor pendapatan yang diterima ke dalam rekening RSU ;

melaksanakan analisa eash flow, menyusin dan melaporkan cash

flow RSUD per hari kepada atasan;

 melaksanakan penagihan piutang umum dan plutang pasicn dengan

penjaminan, dan membuat analisa piutang kemungkinan tidak
tertagih, scrta melaporkan piutang setiap bulan kepada atasan;

 melaksanakan koordinasi dengan pihak penjamin pasien, membual

dan mengajukan klaim pelayanan RSUD kepada penjemin baik
pemerintah maupun penjamin lainnya;

menyiapkan bahan dan menyusun komsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Koordinalor Anggaran;

merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub

Koordinator Anggaran sesuai beban keria dan  Ketentuan yang
berlakug

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Anggaran dengan Cara mengukur pencapaian progra kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan:
menvampaikan saran  dan pertimbangan  kepada pimpinan aik
lisan maupun tertulis herdasarkan kajan agar kegiatan  berjatan
lancar serta untuk menghindari penyimpangarn, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

eub Knordinator Akuntansi mempurnyal LUgas ;

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Akuntans
berdasarkan peraturan  pery ndang-undangan dan hasil ecvaluasi
kegintan tahun sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan LUgas:
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efelktif dan efisien;

 melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi werkait baik

vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan mformeast, masukar,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan LLUgas,

menelaah dan mengka)i peraturan perundang- undangan sesilal
linglup tugasnya sebagai bahan atall pedoman untuk melakzanakan
Kogiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas zsesual lingkup tugasnys ELIE
mendukung kelancaran pelaksanaan kegialamn,

membimbing dan memfasilitasi kegiatan akuntansl Keuangan,
penatausahaan barang milikk Daoerah sesuai  kebijakan Vvang
ditetapkan oleh atasan dan peraturan perundang-undangan agar
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kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
mengontrol  kegiatan administrasi akuntansi (pembukuan dan
pelaporan| sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan
olch atasan dan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. menyusun dan memutakhirkan sistem akuntansi keuangan RSUD;

mengklasifikasikan biaya administrasi dan biaya pelayanan RSUD,
menghitung tarif paket dan membandingkan dengan biaya
schenarnya serta menganalisa semua biayva yang dikeluarkan R3UD
sebapai dasar penyusunan unit cost;

menyusun laporan akuntansi secara periodik;

melaksanakan penatausahaan barang milik Dacrah;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P) Sub Koordinator Akuntansi;

.merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada Sub

Koordinator Akuntansi sesuai beban kerja dan ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan pemantauan dan  evaluasi  kegiatan Subbagian
Akuntansi dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan schage
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menvampaikan saran dan  pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tupgas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pelayanan Medis

Sub Koordinator Pelavanan Medis Rawat Jalan mempunyai tugas !

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pelayaran
Medis Rawat Jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
cfektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang- undangan scsuai
lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk melaksanakan
Kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelalesanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya — guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

merencanakan jumlah dan jenis peralatan  keschatan yang
dibutuhkan cleh unit-unit perawatan yang berada di bawah tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan;
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mengembangkan dan meningkatkan mutu kegiatan pelayanan medis
rawat jalan dengan menggunakan sumber daya yang ada agar sesual
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

melaksanakan pemantauvan dan evaloasi kegiatan Sub Koordinator
Pelayanan Medis Rawat Jalan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Jalan;
merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada unit kerja
vang menjadi tanggung jawabnyva sesuai dengan beban kerja dan
keterituan vang berlalku;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan scbagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat lnap mempunyai tugas ;

.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pelayanan
Medis Rawat Inap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanasan tugas;
menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksansan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya — guna
mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan;

merencanakan jumlah dan jenis. peralatan keschatan yang
dibutuhkan oleh unit kerja vang berada di bawah tanggung jawabnya
untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan;

mengembangkan dan meninglkatkan mutu kegiatan pelayanan medis
rawal inap dengan menggunakan sumber daya yvang ada agar sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator
Pelayanan Medis Rawat Inap dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Frosedur (SOP Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawal Inap;
merencanakan kebutuhan sumber dava manusiz pada unit kerja
vang menjadi tanggpung jawabnya sesuai dengan beban kerja dan
ketentuan yang berlaku;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wiujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
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menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lanear serta untuk menghindari penyimpangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan gesual dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pelavanan keperawatan

Gub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai
fugas :

.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Keordinator Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan [ugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan (lugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan keordinasi dan konsultasi dengan instansi Lerkait baik
vertikal maupun herisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisast pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji  peraturan perundang- undangan SesusEl
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menyiapkan bahan penvusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatarn,

menyusun rancangan standar pelayanan keperawatan rawat jalan

berdasarkan pedoman yang ada guna meningkatkan muli pelayanan
keperawatan di RSUD;

merencanakan jumlah dan Jjenis peralatan kesehalan Vang
dibutuhkan olsh unit-unit perawatan Yang berada di bawah tanggung
jawabrnya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan;

membimbing dan mendayagunakan lenaga keperawalan yang berada
dibawah tanggung jawabnya sctara efektif dan efisicn sehinggs
pelayanan keschatan sesuai dengan standar vang ditetapkan;
mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
rawat jalan sesuai dengan standar muru yang berlaku,

mementan  dan  menpevaluasi  pelaksanaan kegiatan pelayanan
keperawatan rawat jalan baik secarn langsung maupun Lidak
langsung sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan,
menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Dperasional
Prosedur (SOP) Sub Koordinator Pelayanan heperawatan Rawal
Jalan;

merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada unit kena
vang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan beban kerja dan
ketentuan yang berlalag;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sehagdl

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanasn kegatan;

menyampaikan: saran  dan pertimbangan kepada pimpman btk
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

d
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melaksanakan tugas kedinasan lain darn pimpinan sesual dengarn
tugas dan fungsi unit kerjanya.

gub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyal fugas ©

d.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pelayvanan
Keperawatan Rawat [nap berdasarkan peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagan
pedoman pelaksanaan Lagas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efelktil dan elisien:

melaksanakan loordinasi dan konsultasi dengan mstansi terkail baik
vertikal maupun horisental untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

wenelaah dan mengkaji  peraturan  perundang- undangan scsuel
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman uniuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan  penyusunan petunjulk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnys guns
mendukung kelancaran pelaksanaan kegatan,

Menyusun rancangan standar pelayanan keperawatan rawal nap
herdasarkan pedoman yang ada guna meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan di RSUD;

mercncanakan  jumlah  dan jenis peralatan kesehatan  vang
diburuhkan oleh unit-unit perawatan Vang berada di bawah tanggung

jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan;

membimbing dan mendayagunakan lenaga keperawatan yang berada
dibawah tanggung jawabnya sccara efektif dan efisien sehingga
pelayvanan keschatan sesuail dengan standar yang ditetapkan;,
mengembangkan dan meningkatkan mulu pelayanan keperawatan
rawat inap sesual dengan standar mutu yang berlaku;

memantau dan mengevaluasi pelalksanaan kegiatan pelayanan
keperawatan rawat inap bailk secara langsung maupun tidak
langsung sebagal bahan masukan untuk peningkatan pelayanan ;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional

Prosedur (SOP) Sub Koordinater Pelayanan Keperawatan Rawat Inap!

merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada unit kerja
vang menjadi anggung jawabnya sesual dengan beban kerja dan
ketentuan yang berlaku;

menyusun  laporan pelaksanaan kegintan kepada pimpinan sebagal

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada pimpinan bk

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan herjalan
lancar serta untuk menghindarl penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit keranya.

Bidang Pelayanan Penunjang

gub Koordinator Pelayanan Penunjang Medis mempunyal tugas

.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pelayanan
Penunjang Medis berdasarlan peraturan perundang-undangan dan
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hasil evaluasi kcpiatan tahun sebelumnya sebagal  pedoman
pelaksanaan LEAS]

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efcktif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans: terkait baik
vertileal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang- undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menviapkan bahan penyusunan petanjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnyd guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun  rancangan standar pelayanan penunjang medis
berdasarkan pedoman yang ada guna meningkatkan mutu pelayanan
penunjang medis di RSUD,

merericanakan jumlah dan  jenis peralatan kesehalan yang
dibutuhkan oleh unit-unit pelayanan yvang berada di bawah tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan,

membimbing dan mendayagunakan lenaga penunjang medis yang
herada dibawah tanggung jawabnya sccara efektil dan chsicn
sehingga pelayanan kesehatan scsual  dengan  standar  yang
ditctapkan;

mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan penunjang
medis sesual dengan standar mutu yang berlaku,

memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan pelayanan
penunjang medis baik sccara langsung maupun tidak langsung
sebagai bahan masukan uniuk peningkatan pelayanan

menyiapkan hahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sub Keordinator Pelayanan Penunjang Medis;
merencanakan  kKebutuhan sumber daya manusia pada unit
pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya scsual dengan beban
kerja dan ketentuan yang berlaku;

_menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada pimpinan Lraik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindar penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuail dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Mon Medis mempunyal [Ugas -

.

menyusian rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Pelayanan
Perunjang Non Medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah piumpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan &gar pelaksanaan  LLgas
betjalan efektif dan efisten;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informast, masukann,

&
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serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisast pelaksanaan TUgas.
4. menclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesui

lingkup tugasnya sebagai bahan altau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

e, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  tekmnis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya  BUTA
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

[ menyusun rancangan standar pelayanan penunjang nun medis
herdasarkan pedoman yang ada guna meningkatkan mutu pelayanan
penunjang medis di RSUD;

g, merencanakan jumlah dan jenis perzlatan kesehatan VANE
dibutuhkan oleh unit-unit pelayanan yarg berada di bawah tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan;

h, membimbing dan mendayagunakan tenaga penunjang non miedis
yvang berada dibawah tanggung jawabnya secars efektil dan elisien
sehingga pelayanan kesehatan sesual  dengan  standar  yang
ditetapkan:

i, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan penunjang norn
medis sesuail dengan standar muata yang berlaloa,

j. memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kegiatan pelayanan
penunjang non medis haik secara langsung maupun tidak langsung
sebagal bahan masukan untule peningkatan pelayanan

k. menviapkan bahan dan menyusth konsep Standar Crperasional
Prosedur (S0OP) Sub Keordinator Pelayanan Penunjang Maon Medis,

| merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada umi-unt

pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan beban
kerja dan ketentuan yang berlaku;

m. menyusun laporan pelaksanaarn kegiatan kepeda pimpinan se gl
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan
n menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bak

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

o melaksanakan tugss kedinasan lamn dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

BUPATI KENDAL,

uai dengan aslinys Cap itd
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